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TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MELALUI SARANA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua (04-11-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

(8 Dr. PETRUS R. GOLOSE, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono
Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika,
yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat
10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.




Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden
yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan
secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, PARA PIHAK bersepakat menyusun Nota
Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Sarana
Komunikasi dan Informatika.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5065);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);




Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
96);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 999);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024; dan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan
Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan
Bahan Adiktif Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk
membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika melalui Sarana Komunikasi dan Informatika, dengan
dengan ketentuan sebagai berikut:




PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
melalui sarana komunikasi dan informatika.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

el.

penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi dalam rangka pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai dengan kebutuhan PARA
PIHAK;

peningkatan fasilitasi dan dukungan dalam peran serta PIHAK KEDUA guna
melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja
PIHAK KEDUA;

pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
PARA PIHAK;

pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan
kepentingan Negara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; dan

pengembangan dan/atau pengintegrasian sistem informasi dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama
yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.




Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan
kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA
PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota
Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota
Kesepahaman ini.

Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri
sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan
tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu
sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Selain disebabkan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam
hal terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi
maka PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.




PASAL 7
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan koordinasi pelaksanaan Nota
Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk narahubung sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Telepon : (021) 8087 1566 ext. 240
Email : kermanas@bnn.go.id
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9
Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3842 2388

Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan

perubahan alamat korespondensi secara tertulis kepada PIHAK lainnya
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat
korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima oleh PARA PIHAK, maka segala korespondensi penyampaian
informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara
tertulis dalam perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah
untuk mufakat.




PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman
ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang
baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

n

™

JOHNNY G. PLATE Dr. PETRUS R. GOLOSE
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GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MELALUI SARANA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua (04-11-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Dr. PETRUS R. GOLOSE, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono
Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika,
yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat
10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.




Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden
yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan
secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, PARA PIHAK bersepakat menyusun Nota
Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Sarana
Komunikasi dan Informatika.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

L

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5065);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);




Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
96);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020
tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 999);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024; dan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan
Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan
Bahan Adiktif Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk
membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika melalui Sarana Komunikasi dan Informatika, dengan
dengan ketentuan sebagai berikut:




PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
melalui sarana komunikasi dan informatika.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

Qs

penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi dalam rangka pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai dengan kebutuhan PARA
PIHAK;

peningkatan fasilitasi dan dukungan dalam peran serta PIHAK KEDUA guna
melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja
PIHAK KEDUA;

pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
PARA PIHAK,

pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan
kepentingan Negara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; dan

pengembangan dan/atau pengintegrasian sistem informasi dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama
yang disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.




Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan
kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA
PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota
Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota
Kesepahaman ini.

Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri
sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan
tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu
sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Selain disebabkan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam
hal terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi
maka PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.




PASAL 7
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan koordinasi pelaksanaan Nota
Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk narahubung sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Telepon : (021) 8087 1566 ext. 240
Email : kermanas@bnn.go.id
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9
Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3842 2388
Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan wajib terlebih dahulu memberitahukan
perubahan alamat korespondensi secara tertulis kepada PIHAK lainnya
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat
korespondensi tersebut.

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima oleh PARA PIHAK, maka segala korespondensi penyampaian
informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara
tertulis dalam perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah
untuk mufakat.




PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman
ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA
PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang
baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

# oS
NN LA

Dr. PETRUS R. GOLOSE




